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ABSTRACT 

 

Law Number 4 of 1996 on Mortgage Rightsserves as the legal basis for the 

collateral binding with land and all objects related to it. The Mortgage Rights 

Agreement is an ancillary agreement (accessory) to the principal agreement, which 

is the credit agreement, documented in a Mortgage Rights Deed made before a Land 

Deed Official. The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National 

Land Agency (ATR/BPN) implements this requirement, among other things, 

through the integrated electronic Mortgage Rights service that must be applied by 

all Land Offices. The Pandeglang District Land Office frequently encounters issues 

related to requirements and procedures that do not comply with regulations, leading 

to the closure of the case files. The research problem is to identify the challenges 

faced, the users' responses to the quality of HT-el services, and the compliance of 

the implementation mechanisms with regulations. This research aims to assess the 

alignment of the HT-el service mechanisms and challenges as regulated by 

Ministerial Regulation ATR/BPN No. 5 of 2020 with its practice at the Pandeglang 

District Land Office. Additionally, it explores how the Pandeglang Land Office 

addresses obstacles in HT-el implementation. This study uses a qualitative research 

method with a descriptive approach. The findings indicate that the evaluation of 

HT-el service implementation at the Pandeglang District Land Office still 

encounters challenges during execution. In conclusion, case file closures occur due 

to errors by HT-el system users, such as failure to proceed with the issuance of the 

Payment Instruction Letter (SPS) and Non-Tax State Revenue (PNBP) payments, 

as well as not making corrections after the specified deadline. As a result, HT-el 

registration service application files are automatically closed 

Keywords: Electronic Mortgage, Mechanism, Evaluation 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Peningkatan ekonomi dalam masyarakat menghasilkan beragam 

kebutuhan, termasuk tersedianya dana. Sektor jasa keuangan yang meliputi 

perbankan, koperasi, dan layanan keuangan lainnya, dapat membantu 

memenuhi kebutuhan dana dengan menyediakan kredit. Sesuai dengan 

norma yang berlaku, secara prinsip, suatu kredit tidak memerlukan agunan 

atau jaminan kreditur sudah melakukan survei yang terukur untuk menilai 

kemampuan dan prospek pendapatan calon debitur (Imanda, 2020). Namun, 

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan, layanan keuangan yang berperan sebagai kreditur harus 

menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mengantisipasi kemungkinan 

debitur melakukan wanprestasi (gagal bayar). Sehingga, debitur harus 

menyertakan jaminan atas hutangnya. Jaminan tersebut bisa berupa benda 

bergerak seperti fidusia atau gadai atau jaminan sertipikat tanah seperti Hak 

Tanggungan. 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

(UUHT) sebagai bentuk realisasi dari UUPA. Dalam Pasal 8 dan 9 UUHT 

menjelaskan Hak Tanggungan adalah jaminan pelunasan utang dengan hak 

prioritas, yang berupa objek atau jaminan dalam bentuk sertipikat tanah 

yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Subjek hukum 

dari Hak Tanggungan meliputi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian 

jaminan tersebut, yaitu pihak pemberi dan pemegang Hak Tanggungan. 

Pembebanan Hak Tanggungan dimulai dengan perjanjian utang piutang 

antara debitur dan kreditur untuk membebankan Hak Tanggungan. Tahap 

selanjutnya adalah pemberian Hak Tanggungan melalui pembuatan Akta 

Pemberian  Hak  Tanggungan  (APHT)  oleh  Pejabat  Pembuat 

Akta Tanah (PPAT).  Selain  itu,  pendaftaran  Akta  Pemberian  Hak 
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Tanggungan (APHT) dilakukan di Kantor Pertanahan untuk memenuhi asas 

publisitas. Proses ini juga menandai lahirnya Hak Tanggungan dan 

dimulainya kedudukan preferen atau diutamakan terhadap kreditur atas 

kreditur-kreditur lainnya. 

Seiring berkembangnya zaman dan perubahan pandangan 

masyarakat terhadap pelayanan publik, berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 

2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki tugas untuk 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan 

tata ruang. Tugas ini diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan dan 

pengelolaan pertanahan secara menyeluruh di seluruh wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdasarkan Pasal 10 Undang- 

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yang 

menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya 

meningkatkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai 

upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kementerian 

ATR/BPN berusaha menerapkan E-Government dalam layanan yang 

diberikan. Implementasi E-Government dilakukan dengan memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada 

masyarakat serta mitra Kementerian ATR/BPN secara elektronik. 

Diharapkan, penggunaan teknologi dan informasi ini akan memudahkan 

masyarakat dan mitra dalam mendapatkan layanan tanpa perlu berinteraksi 

langsung. 

Diawali dengan UU ITE No. 11 Tahun 2008 kemudian penerbitan 

Peraturan Menteri ATR/BPN No. 3 Tahun 2019 tentang Tanda Tangan 

Elektronik, kini tanda tangan elektronik dapat digunakan untuk memberikan 

persetujuan dan pengesahan suatu dokumen elektronik. Selanjutnya, dengan 

dikeluarkannya Peraturan Menteri ATR/BPN No. 9 Tahun 2019 tentang 

Pelayanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik  yang 
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dideklarasikan pada 21 Juni 2019, peraturan ini digunakan sebagai dasar 

layanan HT-el. Peraturan tersebut diperbaharui dan kemudian digantikan 

dengan Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2020 pada 6 April 2020. 

Dengan peraturan tersebut proses pengurusan permohonan sertipikat 

Hak Tanggungan secara Elektronik menjadi lebih cepat dibandingkan 

dengan proses pengurusan permohonan Hak Tanggungan secara 

Konvensional. Percepatan proses permohonan Hak Tanggungan ini akan 

membantu bank memperoleh fasilitas kredit lebih cepat dan memberikan 

hak kepada bank sebagai kreditur untuk memantau pekerjaan yang 

berhubungan dengan Hak Tanggungan tersebut. Pengurusan Hak 

Tanggungan secara elektronik juga memberikan kejelasan informasi 

mengenai syarat, prosedur, dan biaya. 

HT-el mewajibkan PPAT dan pihak Bank sebagai kreditur untuk 

memenuhi syarat dan prosedur sesuai ketentuan yang diatur dalam Permen 

ATR/BPN No. 5 Tahun 2020 serta Juknis Kementrian ATR/BPN tentang 

HT-el No. 2 Tahun 2020. Apabila syarat dan prosedur terdapat masalah 

seperti kesalahan dalam pengunggahan dokumen maka Kantor Pertanahan 

melakukan penangguhan permohonan layanan HT-el dengan menolak dan 

memberi catatan untuk perbaikanPerbaikan harus dilakukan dalam waktu 

maksimal 5 hari setelah permohonan didaftarkan. Tujuannya adalah agar 

kreditur dan PPAT diberitahukan untuk segera melakukan perbaikan atau 

melengkapi dokumen persyaratan. Jika perbaikan atau pelengkapan 

dokumen tidak dilakukan dalam batas waktu 5 hari, permohonan akan 

dinyatakan batal. Penolakan dan pembatalan pelayanan Hak Tanggungan 

akan diberitahukan kepada pemohon melalui Sistem HT-el, domisili 

elektronik, atau media elektronik lainnya. Dalam hal pembatalan ini 

tentunya mengakibatkan prosedur layanan HT-el menjadi lebih panjang dan 

terkesan lebih lama, karena pengguna tidak dapat memenuhi kewajiban 

dokumen persyaratan. Apabila tidak dilakukannya perbaikan maka Kantor 

Pertanahan melakukan penutupan berkas. Penutupan berkas dilakukan 

untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan oleh kantor pertanahan. 
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Jika tidak ada tanggapan dari pemohon dan berkas tidak ditutup, Hak 

Tanggungan akan diterbitkan secara otomatis pada hari ke-7. 

Seiring berkembangnya waktu, inovasi pelayanan HT-el harus 

diterapkan oleh seluruh Kantor Pertanahan di Indonesia mulai tanggal 

3 September 2020. Salah satunya Kantor Pertanahan Kabupaten 

Pandeglang yang telah menerapkan layanan HT-el sejak Januari 2020. 

Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang bulan Desember 2023 terdapat 

1122 berkas permohonan pendaftaran HT-el dengan 91 berkas di tutup dan 

3 berkas gagal terbit. Berkas yang ditutup sering menghadapi masalah 

terkait syarat dan prosedur yang tidak sesuai dengan aturan, sehingga 

Kantor Pertanahan menutup berkas tersebut. Masalah terkait syarat dan 

prosedur ini menghambat pelaksanaan layanan HT-el di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Pandeglang. Sehingga perlu adanya evaluasi untuk mengetahui 

kesesuaian pelaksanaan terhadap Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2020 dan 

Petunjuk Teknis Nomor 2/Juknis-400.HR.02/IV/2020. 

Berdasarkan fakta-fakta di atas, peneliti akan melakukan penelitian 

ini dengan memberikan judul “EVALUASI PELAKSANAAN 

LAYANAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK DI 

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengajukan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apa saja kendala yang dihadapi dan kebijakan yang diberikan oleh 

Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang dalam pelayanan HT-el? 

2. Bagaimana respon pengguna terhadap kualitas layanan HT-el di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Pandeglang? 

3. Bagaimana kesesuaian mekanisme pelayanan HT-el antara muatan 

pengaturan di dalam Permen ATR/BPN No 5 Tahun 2020 dan Juknis HT- 

el No. 2 Tahun 2020 dengan praktiknya di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Pandeglang. 
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C. Tujuan dan Manfaat 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan manfaat 

penelitian ini yaitu: 

1. Tujuan penelitian 

a. Mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dan kebijakan yang 

diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang dalam 

pelayanan HT-el. 

b. Mengetahui respon pengguna terhadap kualitas layanan HT-el di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang. 

c. Mengetahui bagaimana kesesuaian mekanisme pelayanan HT-el 

antara muatan pengaturan di Permen ATR/BPN No 5 Tahun 2020 

dan Juknis HT-el No. 2 Tahun 2020 dengan praktiknya di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Pandeglang. 

 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu 

pengetahuan dalam bidang pertanahan secara umum, serta secara 

khusus dalam memahami pentingnya pelayanan pertanahan 

berbasis elektronik di era 4.0 seperti layanan HT-el, dalam 

memudahkan dan mempercepat proses pelayanan. Demi 

terciptanya asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai 

dengan UU No. 30 Tahun 2014. 

 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

informasi yang bermanfaat bagi Kementerian ATR/BPN dalam 

pengambilan kebijakan pertanahan, khususnya dalam 

pelaksanaan Layanan Hak Tanggungan Elektronik untuk Kantor 

Pertanahan di seluruh Indonesia 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Pelaksanaan layanan HT-el di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang 

telah dilaksanakan sejak januari 2020. Pada tahap persiapan dengan 

memvalidasi data tekstual dan spasial, sosialisasi kepada seluruh PPAT, 

kreditur badan hukum dan masyarakat. Dengan demikian layanan ini 

dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada yaitu Permen ATR/BPN 

No.5 Tahun 2020. Adapun kendala yang dihadapi seperti data tekstual dan 

spasial belum sepenuhnya tervalidasi, server down, kesalahan penggunaan 

PBB tahun lama dan keterlambatan pembayaran SPS dan PNBP. 

2. Respon dari Kreditur dan PPAT, diukur dengan Metode e-Govqual, 

menunjukkan kualitas layanan HT-el di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Pandeglang sangat baik. Tanggapan positif diterima pada parameter 

Efisiensi, Kepercayaan, dan Keunggulan, mencerminkan kepuasan tinggi 

terhadap kemudahan akses aplikasi, keamanan, kualitas produk, serta 

transparansi biaya dan waktu penyelesaian. Namun, ada satu keluhan dari 

Kreditur terkait parameter Dukungan, menunjukkan masih ada ruang untuk 

perbaikan dalam respons terhadap keluhan dan dukungan pengguna 

3. Ketidaksesuaian prosedur ditemukan pada berkas yang ditangguhkan dan 

93 berkas yang ditutup antara tahun 2023 hingga 28 Maret 2024. 

Pemeriksaan Kantor Pertanahan mendeteksi ketidakpatuhan ini untuk 

mencegah penerbitan otomatis Sertipikat HT-el pada hari ke-7. Penutupan 

berkas terjadi karena kesalahan pengguna sistem HT-el, seperti tidak 

melanjutkan proses pembuatan SPS, pembayaran PNBP, dan tidak 

melakukan perbaikan setelah batas waktu penangguhan terlewati, yang 
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menyebabkan penutupan otomatis berkas permohonan layanan pendaftaran 

HT-el. 

B. Saran 

1. Terjadinya transisi layanan pertanahan secara konvensional menjadi 

berbasis elektronik, seperti HT-el tentunya membutuhkan peningkatan 

validasi data tekstual dan spasial. Sehingga, dapat mempermudah 

pengerjaan. Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang juga perlu 

meningkatkan kapasitas infrastruktur teknologi, termasuk backup sistem 

dan pemeliharaan rutin. Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan 

layanan HT-el serta monitoring terus-menerus untuk mengidentifikasi dan 

menyelesaikan kendala yang dihadapi. 

2. Kantor Pertanahan harus melakukan sosialisasi ulang mengenai Sistem 

HT-el kepada Kreditur dan PPAT. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar 

PPAT dan Bank sebagai kreditur lebih memahami peraturan yang berlaku 

dan meminimalisir kesalahan yang ada sehingga mengurangi kemungkinan 

kesalahan prosedur dan teknis dalam penggunaan HT-el. 

3. Respon Kreditur dan PPAT yang dinilai dengan Metode e-Govqual 

menunjukkan kualitas layanan HT-el di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Pandeglang secara umum baik. Namun, ada area yang memerlukan 

perhatian khususnya pada parameter dukungan, dengan beberapa keluhan 

pengguna yang menunjukkan perlunya perbaikan dalam mekanisme 

dukungan. Kantor Pertanahan disarankan fokus pada peningkatan 

dukungan pengguna dengan memperbaiki respons terhadap keluhan dan 

memastikan mekanisme penyelesaian masalah lebih efektif, untuk 

meningkatkan pengalaman pengguna dan kualitas layanan di masa depan. 
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